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Pengantar Ketua Tim Kunjungan Reses 

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan kegiatan 
kunjungan kerja Komisi II DPR RI masa reses persidangan III tahun sidang 2022-2023, 

yang pada dasarnya adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat 
pada DPR RI, yakni Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan,  
sekaligus untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.  

Pada kunjungan kerja kali ini, Komisi II DPR RI ingin mengetahui beberapa hal dalam 
proses penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Timur.  

Terkait persiapan pemilu 2024 Komisi II DPR RI ingin mengetahui perkembangan 
verifikasi faktual data pemilih yang kini tengah dilakukan oleh KPU maupun Bawaslu, 

termasuk di Kalimantan Timur. Untuk hal ini, waktu menjelang pemilu tinggal 12 bulan 
lagi, jadi kami ingin melihat sudah sejauh mana verifikasi faktual data pemilih di 
Kalimantan Timur, pentahapan yang telah dan akan dilakukan persiapannya, termasuk 

penyelenggara pemilu ad hoc menggunakan aplikasi SIAKBA, dan juga dapil dan kursi 
untuk DPRD Kab/kota. 

Terkait IKN, Komisi II DPR RI juga akan mendalami beberapa permasalahan 
pembebasan lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) 

yang tidak lepas dari masalah.  Negara pun diminta tidak sewenang-wenang terhadap 
rakyat dan tetap mengidentifikasi kepemilikan tanah tersebut. Sehingga, proses peralihan 
kepemilikan lahan dari masyarakat kepada pemerintah dapat dilaksanakan dengan 

lancar tanpa menimbulkan konflik agraria berkepanjangan. 

Dalam Kunjungan Reses di Kalimantan Timur dihadiri : 

 

NO NO - A NAMA  KETERANGAN 

1.  A-015 H. Yanuar Prihatin, M.Si 
Ketua Tim/ 

Wakil Ketua Komisi II/F-PKB 

2.  A-240 Drs. Cornelis, M.H. Anggota/ F-PDIP 

3.  A-248 Hj. Aida Muslimah, S.E. Anggota/ F-PDIP 

4.  A-126 Drs. Difriadi Anggota/F-P Gerindra 



5.  A-391 Prof. Dr. Awang Faroek Ishak, MM Anggota/ F-P Nasdem 

6.  A-533 H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M. Anggota/ F-P Demokrat 

7.  A-541 H. Mohammad Muraz, M.M. Anggota/ F-P Demokrat 

8.  A-528 Rekza Oktoberia Anggota/ F-P Demokrat 

9.  A-455 KH. Aus Hidayat Nur Anggota/ F-PKS 

10.  A-422 Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng Anggota/ F-PKS 

11.  A-490 Khairul Muhtar, S.E., M.M. Anggota/ F-PAN 

 

II. Hasil Kunjungan 

Sambutan pejabat Provinsi Kalimantan Timur  

Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam 

Christianus Benny menyampaikan salam dari Gubernur Kalimantan Timur yang 
berhalangan hadir. Dan menyampaikan terima kasih serta permohonan maaf atas 
ketidakhadirannya.  Selanjutnya Christianus Benny  menjelaskan, kondisi Perekonomian 

Daerah dan Kesejahteraan Rakyat,  Indeks demokrasi di Kaltim tahun 2022 berada di 
urutan ketiga teratas yaitu 81,99 setelah DKI Jakarta dan Gorontalo. Menandakan kondisi 
politik dan kesadaran politik masyarakat di Kaltim lebih baik. Terkait persiapan pemilu 

2024 Pemerintah Provinsi Kaltim juga mendukung dan ikut menyukseskan pemilu 
serentak 2024. 

 

A. Paparan-Paparan 

1. KPU Kalimantan Timur 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

2. Kantor Wilayah BPN Kalimantan Timur 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

B. Pertanyaan Anggota Tim Kunjungan Reses Komisi II DPR RI 

Drs Cornelis, MH 

1. Untuk pemilih di IKN saya kira sebaiknya tidak perlu terlalu aktif, karena itu akan 
membebani kerja dan tidak anggarannya 

2. KPU dan Bawaslu perlu selalu koordinasi  
3. Terkait tanah Dayak tolong  dibuatkanlah PSTL sehingga kepemilikannya jelas 
4. Untuk IKN kalua itu  HPL tidak perlu diganti rugi, kan itu pada dasarnya tanah 

negara, jadi tidak perlu mengeluarkan  

Drs. Defriadi 

1. Bagaimana dengan NIK yang tidak terkoneksi sehingga tidak bisa untuk PTSL 



2. Saya kecewa gub ngga datang 
3. Tanah Dayak dibantu setitifikasi sehingga mereka beraktivitas ekonomi, karena 

transmigrasi dapat, kenapa wilayah Dayak di dalam hutan masuk HTI sehingga 
tidak keluar sertifikasi. 

H. Wahyu Sanjaya, SE 

1. Reforma agraris, kontribusi gubernur, bagaimana agar program reforma agraria 
tersebut dapat berjalan lancer. 

2. Apa yang sudah dilakukan bupati/waloikota apa kontribusinya dalam reforma 
agraria 

Dr. Mardani, MEng 

1. PTSL apakah realistisnya anggarananya? 
2. Tunjungan kinerja di BPN rendah dibandingkan dengan kementerian lain perlu 

mendapatkan perhatian agar take home pay nya meningkat 
3. Untuk PTSL tanah Dayak tolong dibantu PTSL agar segera dapat sertipikat. 

H. Khairul Mukhtar, SE, MM 

1. Saya kecewa dengan paparan mitra dan Yang paling serius cuman BPN 

Rezka Oktoberia 

1. E ktp untuk anak 17 tahun sehingga ikut memilih, termsuk purnawiran tni polri 
bagaiaman Kerjasama pemprov dan KPU untuk mempersiapkan pemilih pemula 

ini 
2. Bagaimana dengan netralitas ASN dalam pemilu  
3. Terkait dengan akhir masa jabatan KPU kaltim, saya minta tetap focus jangan 

terganggu oleh masa jabatan, masalah itu akan diselesaikan dengan KPU RI. 
4. Inventtarisasi konflik lahan terdampak IKN, jangan sampai masyarakat terugikan 

 

C. Catatan  

1. Komisi II DPR RI meminta BPN Kanwil Kalimantan Timur untuk memberikan 
laporan berkala  perkembangan lahan-lahan IKN. Sehingga  Komisi II DPR RI 

mendapat mendapatkan informasi yang valid terkait perkembangan IKN. 

2. Komisi II DPR RI meminta KPU RI untuk memantau dan membuat regulasi terkait  
akhir masa jabatan Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum jika terjadi 
pemberhentian komisioner tersebut terjadi saat pemilu sedang berlangsung. Agar 

persoalan-persoalan dalam tahapan pemilu dapat berlangsung secara aman dan 
terkendali. 

3. Komisi II DPR RI meminta KPU Kalimantan Timur  melakukan optimalisasi 
perencanaan distribusi logistic pemilu dengan melakukan Kerjasama dan 

koordinasi dengan pemerintah daerah, TNI-Polri. 

 



4. Komisi II DPR RI meminta KPU Kalimantan Timur untuk melakukan pemantauan 
terhadap perkembangan pemilih tambahan di lokasi pembangunan IKN agar tidak 

hilang hak pilihnya dalam pemilu 2024. 

 

 

D. FOTO KEGIATAN  

   

 

III. Penutup 

Seluruh data, informasi, ataupun masukan hasil dari kunjungan kerja ini akan menjadi 

catatan penting yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti oleh para 
Anggota Komisi II DPR RI pada rapat-rapat dengan mitra kerja Komisi II DPR RI maupun 
dengan pihak-pihak terkait lainnya. 

 

 

 

KOMISI II DPR RI 

KETUA TIM KUNRES 

 

 

 

 

Yanuar Prihatin, MSi. 


